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ABSTRAK 
 
Nama : JUSNIAH 
NIM : 10100110019 
Judul   : PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI 
SEGI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG 
PERKAWINAN  ( Studi Kasus Di DesaBontoloeKec. BissappuKab. 
Bantaeng) 
 
Perkawinansirriadalahaqadnikahantaraseoranglaki-lakidanseorangperempuan  
yang  pelaksanaannyahanyadidasarkanpadaketentuan-ketentuan agama Islam 
sajatanpamemperhatikanketentuan - ketentuandalamUndang - undang No. 1 tahun 1974 
tentangperkawinan. 
Perkawinansirriiniakanmenimbulkanakibathukumbagipasangansuamiistri, anak yang 
dilahirkandanhartabendadalamperkawinankarenaperkawinansirri yang 
merekalakukantidakmempunyaialatbukti yang 
otentiksehinggatidakmendapatperlindunganhukum yang berlaku. 
Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah 
memberikanpemahamankepadamasyarakattersebut agar 
tidakmelakukanperkawinansirri, sertaMendeskripsikanfaktor-faktoryang mendororng 
seseorang melakukan perkawinan sirri, prosedur pelaksanaan perkawinan sirri, 
danakibat hukum dari perkawinan sirri di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu 
Kabupaten Bantaeng. 
Penelitian dan pengumpulan data skripsi ini dilakukan 
diMasyarakatDesaBontoloe dengan berpedoman pada tipe penelitian deskriptif yang 
melibatkan beberapa orang responden sebagai sampel penelitian. Yang didukung oleh 
teknikpengumpulan data observasi,angket dan wawancara serta teknik analisis data 
adalah kualitatif deskriptif melalui metode frekuensi,dan persentase. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwamasihada 24 pasangwargamasyarakat di 
DesaBontoloeKec.BissappuKab. Bantaeng yang melakukanperkawinansirri.Hal  
tersebutdisebabkankarenakesadaranhukummasyarakatmasihsangatkurang. 
MasyarakatDesatersebutmenganggapperkawinantersebutsudahsahsecara agama 
walaupuntidakmemilikialatbuktiotentikatautidaktercatat di Kantor Urusan Agama. 
Faktor yang 
mendorongmasyarakatsetempatmelakukanperkawinansirriialahkarenabiayanyamurahda
nprosedurmudah, doronganinginberpoligami, 
menghindariperbuatanzinadanakibattidakdirestuioleh orang tua. Kemudian proses 
xi 
 
pelaksanaanperkawinansirri di DesaBontoloelebihmudahdibandingperkawinan yang 
dilakukansecaraumum. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-Nikah.An-Nikah dalam artian 
sebenarnya (hakikat) adalah “dham” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau 
“berkumpul”. Sedangkan dalam artian kiasan (Majazi) adalah “watha” yang berarti 
“bersenggama”, atau “aqad” yang memiliki arti “Mengadakan perjanjian pernikahan”.1 
Pernikahan mempunyai tujuan yang baik dan  mulia.2 Baik di dalam Al-Qur’an 
maupun Hadits, banyak yang menerangkan tentang tujuan pernikahan. Hal ini 
sebagaimana diterangkan di dalam QS  Ar-Rum/30: 21 
ôô⎯ ÏΒuρÿ⎯ÏμÏG≈ tƒ#u™ ÷βr&t,n=y{/ä3s9ô⎯ ÏiΒöΝä3Å¡àΡ r&%[`≡uρø—r& (#þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9$ yγ øŠs9Î) Ÿ≅yèy_uρΝ à6uΖ÷t/ Zο¨Š uθ ¨Βºπy
ϑômu‘uρ4¨βÎ)’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ5Θöθs) Ïj9tβρ ã©3x tGtƒ∩⊄⊇∪  
 
Terjemahnya : 
 
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.3 
                                                            
1 Muhammad Yasin, Diterbitkan oleh tabloid Al-hikmah, edisi 33. 
2Chatibul Umam. Fiqih. (Jakarta: Menara Kudus: 1996), h. 59. 
3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 572. 
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Nikah sirri, biasa juga diistilahkan dengan Perkawinan sirri, yang berasal dari 
kata Nikah  dan sirri. Kata “sirri” berasal dari bahasa Arab “sirrun” yang berarti 
rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah sirri diartikan 
sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah  pada umumnya yang 
dilakukan secara terang-terangan. 
Dilihat dari kata-kata sirri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak 
terbuka”. Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, tetapi  
tidak dicatat didalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai 
dengan ketentuan Agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak 
dipublikasikan dalam bentuk walimah.4 
Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan 
membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para 
pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang 
dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan 
perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum 
dengan ibunya,dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. 
Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.5 
Sebagai gambaran awal kasus pernikahan sirri di daerah Bontoloe salah seorang 
masyarakat yaitu Dg.Nguseng  umur 65 tahun,agama Islam, menikah sirri dengan 
Cacce umur 35 tahun agama Islam,  mereka menikah di Desa Lumpangan Kecamatan 
Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
                                                            
4M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Alauddin University press), h.41. 
5 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h.78. 
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Dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil Nikah Sirri terdapat kesusahan 
dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan, maupun akta kelahiran.6 
Bertitik tolak pada uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih 
lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas yang berjudul: 
“Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Segi Undang-Undang No.1 
Tahun 1974”. 
B. Rumusan Masalah  
Perumusan masalah atau sering di istilahkan problematika merupakan bagian 
penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan adanya 
permasalahan tentang Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Segi 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Studi kasus di Desa Bontoloe Kec. Bissappu Kab. 
Bantaeng), maka proses pemecahannya pun akan terarah dan terpusat pada 
permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis 
merumuskan sub masalah sebagai berikut:  
1. Apakah faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri di 
Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng?  
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan kawin sirri di Desa Bontoloe Kecamatan 
Bissappu Kabupaten Bantaeng?  
3. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan sirri ditinjau dari segi Undang-
Undang No. 1 tahun 1974, baik bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan 
serta harta benda yang di dapat dari perkawinan tersebut ?  
                                                            
6 Wikipedia bahasa Indonesia, Apa itu Nikah Siri?, (11/11/2013)Dapat di akses di 
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, 11/01/2014. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Identifikasi dan pembatasan masalah disini digunakan peneliti untuk 
memberikan batasan masalah yang akan diteliti atau dikaji. Adapun batasan masalah 
dalam penelitian ini adalah perkawinan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tarjadi di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu 
Kabupaten Bantaeng. Untukmenjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan 
masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah 
yang dimaksud diantaranya meliputi: 
a. Perkawinan  
Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 
b. Perkawinan Sirri  
Perkawinan siri adalah perkawinan yang memenuhi baik rukun-rukun maupun 
syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam tetapi tidak dilakukan 
                                                            
7Moh. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam, (PT Bumi Aksara: Jl. Sawo Raya No.18 
Jakarta 13220), h. 2. 
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melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat 
tinggal mereka. 
 
 
c.  Akibat Hukum  
Akibat hukum adalah segala akibat yang dilekatkan pada peristiwa hukum. Atu 
akibat hukum merupakan berakhirnya suatu keadaan hukum sebagai akibat dari 
perbuatan hukum yang bisa membawa akibat negatif atau akibat positif. Dari peristiwa 
hukum tersebut dapat terjadi perubahan atau berakhirnya suatu keadaan hukum, suatu 
hubungan maupun sanksi-sanksi.  
d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk 
hukum yang mengatur atau berisikan tentang tata cara perkawinan di Indonesia.  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa  nikah sirri 
merupakan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan memenuhi rukun dan 
syarat yg telah ditentukan menurut hukum Islam, akan tetapi tidak diakui oleh Negara 
secara sah karena tidak memiliki akta nikah. 
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu Kabupaten 
Bantaeng dan mengambil batasan objek penelitian dari kalangan masyarakat yang 
melakukan nikah sirri. 
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D. Kajian Pustaka 
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur 
yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis baca 
dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya: 
1. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, oleh Drs.M. Thahir Maloko, M.HI: buku 
ini membahas mengenai apa yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri, 
perspektif terhadap hukum Islam dan dampak yang ditimbulkannya khususnya 
kepada istri dan anak. 
2. Hukum Perkawinan Islam, oleh Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H: buku ini 
membahas mengenai perkawinan yang dilakukan dibawah tangan dan akibat 
yang ditimbulkannya danapakah sah perkawinan dibawah tangan menurut 
Undang-undang No.1 tahun 1974 dan hukum Islam. 
3. Wikipedia bahasa Indonesia, Apa itu Nikah Siri? Dapat di akses di 
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, (11/11/2013): membahas mengenai 
kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan, maupun akta 
kelahiran. 
Sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapa pun 
dalam bentuk, tesis atau disertasi. Namun, tulisan yang menyinggung judul ini, pernah 
di angkat oleh ABD. HARIS dalam skripsinya dengan judul “Nikah Siri Perspektif 
Hukum Islam (Telaah terhadap kompilasi hukum Islam )”. kemudian, yang menjadi 
perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi ini adalah Penulis melakukan 
penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Bontoloe Kecamatan  
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Bissappu Kabupaten Bantaeng. Sedangkan penulis lain hanya melakukan penelitian 
tinjauan pustaka. 
 
 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mendeskripsikan faktor-faktoryang mendorong seseorang melakukan perkawinan 
sirri di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. 
b. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Bontoloe 
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. 
c. Mendeskripsikan akibat hukum dari perkawinan sirri di Desa Bontoloe Kecamatan 
Bissappu Kabupaten Bantaeng. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 
dan informasi yang penting bagi dunia pendidikan.  
a. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat 
mengenai sistem perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sebagai wahana untuk menuangkan daya 
kreatif yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai 
masalah hukum perkawinan.  
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b. Bagi Masyarakat  
Bagi masyarakat Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaengsebagai 
informasi mengenai seluk beluk perkawinan serta sebagai bahan pertimbangan 
apabila ada masyarakat yang akan melakukan perkawinan sirri.  
 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan adalah kata-kata indonesia yang umum dipakai dalam pengertian 
yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh.8 Dalam bahasa Indonesia, 
perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk 
keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 
Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa 
artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 
(whati).Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk 
arti akad nikah.9 
                                                            
8 Anwar Harjono,  Hukum Islam keluasan dan keadilan,  (Jakarta , Indonesia : 1968),  h. 220. 
9 Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat,  (Ed.1, Cet.4 Jakarta : kencana, 2010),  h. 7. 
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Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, pasal 2 perkawinan menurut hukum 
Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.10 
1. Menurut Hukum Islam  
Nikah menurut bahasa ialah Ad-dammuwalwat’u yang berarti “berkumpul dan 
bersetubuh”. Dan biasa juga disebut At-tazwij. Sedangkan nikah menurut istilah syara’ 
ialah:” aqad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz In-kahun 
atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata tersebut.  
Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang 
perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah 
keduanya melakukan aqad nikah lebih dahulu.11 
Firman Allah dalam QS An-Nisa/4 : 3 
÷÷βÎ) uρ÷Λä⎢ø Åzω r&(#θäÜÅ¡ø) è?’Îû4‘ uΚ≈ tGu‹ø9$# (#θßsÅ3Ρ $ sù$tΒz>$sÛΝä3s9z⎯ ÏiΒÏ™!$ |¡ÏiΨ9$# 4© o_÷WtΒy]≈ n=èO uρyì≈t/ â
‘uρ(÷βÎ* sùóΟçF ø Åzω r&(#θä9Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθ sù÷ρr&$ tΒôMs3n=tΒöΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r&4y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Š r& ω r&(#θä9θ ãès?∩⊂∪ 
 
Terjemahnya : 
 
“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
                                                            
10Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 
1998/1999, “ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 14. 
11 Drs. Bakri A. Rahman Dan Drs. Ahmad Sukardja SH, Hukum Perkawinan menurut Islam, 
Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (PT Hidakarya Agung), hal.11. 
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budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.12 
Demikian pula firman Allah dalam QS An-Nur/24 : 
(#θßsÅ3Ρr& uρ4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3ΖÏΒt⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# uρô⎯ÏΒö/ä. ÏŠ$t6ÏãöΝà6 Í←!$ tΒÎ) uρ4βÎ)(#θçΡθä3tƒ u™!# ts) èùãΝÎγ ÏΨø
óãƒª!$#⎯ÏΒ⎯Ï&Î# ôÒsù3ª!$# uρì Å™≡uρÒΟŠÎ=tæ∩⊂⊄∪  
 
Terjemahnya : 
“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.13 
 
Nabi Muhammad SAW.bersabdah : 
“Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka 
kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara 
faraj (kemaluan)…”   (diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim). 
Arti nikah menurut Ulama-ulama fiqih pada hakekatnya tidak ada perbedaan, 
hanya ada perbedaan pada redaksi saja. Dalam hal ini Ulama-ulama fiqih 
sependapat,bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan 
kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh 
tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. 
Prof. K.H. Ibrahim Hosen dalam bukunya “Fiqih Perbandingan Dalam Masalah 
Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Warisan”, mengemukakan: 
                                                            
12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.99. 
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 494. 
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Berhubung dalam definisi yang dibuat oleh masing-masing ulama’ fiqih 
tersebut terdapat kata-kata hak milik, maka perlu dijelaskan bahwa menurut ulama-
ulama fiqih hak milik tersebut terbagi tiga macam: 
1. Milkur-Raqabah ; yakni memiliki sesuatu benda secara keseluruhannya baik 
dengan jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki itu dapat dijual atau 
digadai oleh si pemiliknya. 
2. Milkul-Manfa’ah ; yakni hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, umpama 
dengan jalan menyewa, si pemilik manfaat dapat pula menyewakan kepada 
orang lain atau meminjamkan kepadanya. 
3. Milkul-manfa’ah ;yakni hak memiliki penggunaan (pemakaian) sesuatu benda, 
si pemilik penggunaan tidak berhak selain ia menggunakannya untuk dirinya 
sendiri.14 
Aqad nikah bukanlah termasuk milkur-raqabah dan bukan pula milkul-
manfa’ah, tetapi termasuk milkul intifa’. 
Dari keterangan-keterangan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa arti 
nikah ialah: aqad yang menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai 
suami istri menurut ketentuan-ketentuan syara’. 
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Sebelumnya perlu dikemukakan bahwa dalam peraturan-peraturan perkawinan 
yang pernah berlaku sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan baik BW, GHR, 
                                                            
14 Drs. Bakri A. Rahman Dan Drs. Ahmad Sukardja SH, Hukum Perkawinan menurut Islam, 
Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, hal.12. 
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HOCI dan Undang-udang Nomor 22 tahun 1954 tentang pencatatan NTR tidak ada 
ketentuan yang mengatur tentang pengertian perkawinan. Barulah pada Undang-
undang perkawinan (pasal 1) diatur tentang pengertian perkawinan, yaitu; 
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.15 
Di dalam penjelasan pasal demi pasal, khusus mengenai pasal 1 di atas 
dinyatakan sebagai berikut: 
Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila di mana sila pertama ialah 
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 
dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. 
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula 
merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan 
kewajiban orang tua. 
Arti bathin dalam perkawinan ialah bahwa dalam bathin suami istri yang 
bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. 
Dari pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan 
penjelasannya, dapat ditarik pengertian: 
1. Bahwa perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
                                                            
15 O.S, Eoh, Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek, (Ed.1, Cet.1 Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada: 1996),  h.27. 
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2. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga (rumah 
tangga) yang kekal dan bahagia dan mendapatkan keturunan yang harus 
dipelihara dan di didik dengan baik. 
Agar kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dapat 
diwujudkan oleh suami istri maka langkah kearah itu harus dimulai dari awal mereka 
bersatu, yakni perkawinan sejak muli berumah tangga, agama sebagai dasar hidup 
suami istri perlu sama. Karena itu bagi setiap orang Islam, akad nikah menurut ajaran 
Islam adalah merupakan keharusan.16 
 
B. Tujuan Perkawinan  
Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, 
yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan 
pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih,Zakiyah Darajat 
mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:17 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan  
2. Memenuhi hajat manusia 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta 
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 
halal 
                                                            
16 Bakri A. Rahman Dan Ahmad Sukardja,Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang 
Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, hal.13. 
17Zakiyah Derajat, Fiqih Munakahat(cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h.52. 
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5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas 
dasar cinta dan kasih sayang.18 
Dalam ajaran Islam pernikahan mempunyai tujuan yang baik dan mulia.Baik 
dalam al-Qur’an maupun hadits, banyak yang menerangkan tentang tujuan pernikahan. 
Diantara tujuan pernikahan itu ialah: 
1. Untuk menegakkan rumah tangga yang tentram, penuh dengan limpahan kasih 
dan sayang. 
2. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 
3. Untuk menjaga kehormatan dan harkat kemanusiaan.19 
Tujuan perkawinan juga bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut 
Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut :  
1. Menurut Hukum Islam  
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur oleh syariah.  
Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 
Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus 
                                                            
18M. Thahir Maloko,Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 28. 
19Chtibul Umam, fiqih,(Menara Kudus” kudus),  h.59. 
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untuk membetuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam 
menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta 
ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan 
masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut: 
a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiatmanusia  
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih 
c. Memperoleh keturunan yang sah. 
2. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 
Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa : 
“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.20 
Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling 
membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Selain itu, tujuan material yang 
akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat 
sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi 
unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Pejelasan Undang-Undang 
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang 
diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang 
wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam 
                                                            
20Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, h. 2 
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Pancasila. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai 
berikut:  
1. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa 
guna membentuk kehidupan rumah tangga. 
2. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai 
dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.  
3. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan 
selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.  
4.  Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami serta istri dalam 
membina kehidupan keluarga.  
5.   Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai. 
 
C. Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 
Untuk merealisasikan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahma perlu 
diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat 
tercapai.21 
Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.Rukun 
dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata 
tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu 
                                                            
21Sri Mulyati, Relasi suami isteri dalam Islam, (Pusat studi wanita (PSW) UIN syarif 
Hidayatullah, Jakarta 2004),  h.4. 
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yang harus diadakan. Dalam penikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh 
tertinggal.Artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 
Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan 
dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah 
sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. 
Sebagai misal adalah  ruku’ termasuk rukun shalat. Ia harus ada dalam ibadah shalat 
dan merupakan bagian dari amalan/tata cara shalat. Adapun wudhu merupakan syarat 
shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak shalat, namun ia bukan bagian dari 
amalan/tata cara shalat. Dalam  masalah rukun dan syarat pernikahan ini didapati para 
ulama berselisih pandang ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat. 
Akan tetapi karena perselisihan yang ada panjang dan lebar, sementara ruang yang ada 
terbatas, maka kesimpulan akhir dalam permasalahan rukun dan syarat ini yaitu sah 
suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.22 
1. Rukun Nikah 
Akad nikah tidak akan sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun yang enam 
perkara ini : 
a. Ijab-Qabul 
Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita 
kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) 
sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.al-Qur’an mengistilahkan ijab-qabul sebagai 
                                                            
22 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h.22. 
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miitsaaqan qhaliizhaa (perjanjian yang kokoh) sebagai pertanda keagungan dan 
kesucian, di samping pengesahan maksud niat nikah tersebut adalah untuk selamanya.23 
Syarat ijab-qabul : 
Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir. 
Menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria dan wanita Misalnya dengan si 
wali mengatakan, “zawwajtuka fulanab” (“Aku nikahkan engkau dengan si fulanah”) 
atau ankahtuka fulanah (“Aku nikahkan engkau dengan fulanah”). Adapun qabulnya 
adalah dengan menyatakan ,” Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” 
(“Aku terima pernikahan ini”) atau “Qabiltuha”. 
Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang 
datang dalam al-Qur’an.Seperti firman Allah SWT. Dalam QS Al-Ahzab/33: 37 
 øøŒÎ) uρãΑθà) s?ü“Ï%©# Ï9zΝyè÷Ρ r&ª!$# Ïμø‹n=tã|Môϑyè÷Ρ r& uρÏμø‹n=tãô7Å¡øΒr& y7ø‹n=tãy7y_÷ρy—È,¨? $# uρ©!$#’Å∀øƒéB uρ’Î
û šÅ¡ø tΡ$ tΒª!$# ÏμƒÏ‰ö7 ãΒ© y´ øƒrB uρ}¨$ ¨Ζ9$# ª!$# uρ‘,ymr&βr&çμ9t±øƒrB ($ £ϑn=sù4©|Ós%Ó‰÷ƒ y—$ pκ÷] ÏiΒ# \sÛuρ
$ yγ s3≈ oΨô_¨ρy—ö’s5 Ï9Ÿω tβθä3tƒ’n?tãt⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# Óltymþ’Îû Æl≡uρø—r& öΝÎγÍ←!$ u‹Ïã÷Š r&#sŒÎ) (# öθŸÒ s%£⎯ åκ÷] ÏΒ#\s
Ûuρ4šχ% x. uρãøΒr& «!$#Zωθãèø tΒ∩⊂∠∪  
 
Terjemahnya : 
“dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang 
kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, 
dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk 
kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan 
                                                            
23 Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng,Fikih II (Alauddin Press: jl.Sultan Alauddin No.63 
Makassar 90221),  h.19. 
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bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, 
apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada 
isterinya.dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.24 
Kemudian QS. An-Nisa/4 : 22 
ŸŸω uρ(#θ ßsÅ3Ζs?$ tΒyx s3tΡΝà2äτ!$ t/# u™ š∅ÏiΒÏ™ !$ |¡ÏiΨ9$# ω Î)$tΒô‰s% y#n=y™4… çμ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2Zπt±Ås≈ sù$\F ø
) tΒuρu™ !$ y™uρ¸ξ‹ Î6 y™∩⊄⊄∪  
 
Terjemahnya : 
“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji 
dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).25 
Namun penyebutan dua lafadz ini dalam al-Qur’an bukanlah sebagai 
pembatasan, yakni harus memakai lafadz ini dan tidak boleh lafadz yang lain. Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah rabimabullabu, demikian pula murid beliau Ibnul Qayyim 
rabimabullabu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjadi dengan 
lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan lafadz 
tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan 
dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, 
seperti malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mashab Ahmad.Akad nikah 
seorang yang bisu, tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab-qabul/ atau dengan 
isyarat yang dapat dipahami.26 
 
 
                                                            
24 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.598. 
25 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.105. 
26 Sabri Samin, dan  Andi Narmaya Aroeng,Fikih II , h.20. 
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b. Adanya  Mempelai  pria 
Adapun yang menjadi syarat mempelai pria adalah : 
1. Muslim dan mukallaf (sehat akal-baligh –merdeka); dilihat dari:  QS. Al-
baqarah/2 :221 
ŸŸω uρ(#θ ßsÅ3Ζs? ÏM≈x. Îô³ßϑø9$# 4©®L ym£⎯ ÏΒ÷σ ãƒ4×πtΒV{uρîπoΨÏΒ÷σ •Β×ö yz⎯ ÏiΒ7πx. Îô³•Βöθ s9uρöΝä3÷Gt6 yfôãr& 3Ÿω uρ(#
θßsÅ3Ζè? t⎦⎫Ï. Îô³ßϑø9$# 4© ®L ym(#θãΖÏΒ÷σ ãƒ 4Ó‰ö7 yès9uρí⎯ ÏΒ÷σ •Β×ö yz⎯ ÏiΒ78Îô³•Βöθ s9uρöΝä3t6 yfôãr& 3y7Í×¯≈ s9'ρé& tβ
θã ô‰tƒ’n<Î) Í‘$¨Ζ9$# (ª!$# uρ(# þθã ô‰tƒ’n<Î) Ïπ¨Ψyfø9$# ÍοtÏ øóyϑø9$# uρ⎯ÏμÏΡ øŒÎ* Î/ (ß⎦Îi⎫t7 ãƒ uρ⎯ÏμÏG≈tƒ# u™ Ä¨$¨Ψ=Ï9öΝßγ ¯=yès9t
βρ ã©. x‹tGtƒ∩⊄⊄⊇∪ 
 
Terjemahnya : 
 
“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.27 
QS. Al-mumtahanah/60 : 9 
$yϑ¯ΡÎ)ãΝ ä39pκ ÷] tƒ ª!$# Ç⎯ tãt⎦⎪Ï% ©!$# öΝ ä.θè=tG≈ s%’ ÎûÈ⎦⎪Ïd‰9 $#Ο à2θã_t÷zr& uρ⎯ ÏiΒöΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ(#ρãyγ≈ sß uρ#’ n?tãöΝ ä3Å_# t÷zÎ)
βr& öΝ èδöθ©9 uθs?4⎯ tΒuρöΝ çλ°; uθtFtƒ šÍ×¯≈ s9 'ρé'sùãΝ èδtβθßϑÎ=≈ ©à9 $#∩®∪ 
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu 
orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari 
negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa 
                                                            
27 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 803. 
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menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang 
zalim.28 
2. Bukan mahram dari calon istri. 
3. Tidak dipaksa. 
4. Orangnya jelas.  
5. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. 
Di antara perkara syar’i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan 
misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si 
lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau Si wanita sedang 
dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya, si lelaki adalah 
orang kafir sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah. 
c. Adanya mempelai wanita 
Syarat mempelai wanita : 
1. Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafirah/musyrikah) dan 
mukallaf. 
2. Tidak ada halangan syar’I (tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan 
mahram dari calon suami). 
3. Tidak dipaksa. 
4. Orangnya jelas. 
                                                            
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.803. 
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5. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. 
d. Adanya wali 
Syarat wali adalah : 
1. Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka). 
2. Adil. 
3. Tidak dipaksa. 
4. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.29 
Tingkatan dan urutan wali adalah sebagai berikut: 
1. Ayah 
2. Kakek 
3. Saudara laki-laki sekandung 
4. Saudara laki-laki seayah 
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
7. Paman sekandung 
8. Paman seayah 
9. Anak laki-laki dari paman sekandung 
                                                            
29 Sabri Samin, dan  Andi Narmaya Aroeng, Fikih II , h.21. 
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10. Anak laki-laki dari paman seayah 
11. Hakim 
e. Adanya saksi (dua orang pria) 
Meskipun semua yang hadir menyaksikan aqad nikah pada hakikatnya adalah 
saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya dua orang saksi pria yang jujur dan 
adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. 
Syarat saksi : 
a. Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka). 
b. Adil 
c. Dapat mendengar dan melihat  
d. Tidak dipaksa 
e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul  
f. Tidak sedang malaksanakan ibadah haji.30 
2. Syarat Sahnya Perkawinan 
Syarat-syarat perkawinan merupakan bagi sahnya perkawinan.Apabila syarat-
syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan 
kewajiban suami istri.31 
Pelaksanaan nikah akad sah apabila memenuhi syarat-syarat: 
                                                            
30 Sabri Samin, dan  Andi Narmaya Aroeng, Fikih II , h.22. 
31 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h.24. 
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a. Lima rukun nikah sebagaimana telah disebutkan, harus terpenuhi, minimum empat 
orang harus ada pada waktu akad nikah yaitu: 
1. Pengantin laki-laki atau wakilnya. 
2. Wali atau wakilnya. 
3. Dua orang saksi. 
b. Calon pengantin perempuan tidak bersuami  
c. Calon pengantin perempuan tidak sedang dalam keadaan iddah, baik iddah haidh 
atau iddah hamil. 
d. Kedua calon pengantin (mempelai) tidak termasuk mahram (yang haram untuk 
melaksanakan pernikahan).32 
Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu 
menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 
1. Menurut Hukum Islam  
Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat 
tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari 
perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu 
rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedang yang dimaksud syarat ialah 
suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu 
                                                            
32Chtibul Umam, fiqih. h. 62. 
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sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan 
itu tidak sah. 
2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974  
Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terutama di penjelasannya termuat 
beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan 
tersebut adalah :  
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material.  
b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
c. Undang-Undang ini menganut asas monogami.  
Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang 
suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang 
suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai 
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 
d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah 
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan 
 
 
26 
 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pria maupun wanita, masing-masing pria 
berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.  
e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan 
sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar 
terjadinya perceraian. 
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik 
dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami dan istri.  
Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, 
Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak 
yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 
sampai 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai 
berikut :  
1. Adanya persetujuan kedua belah pihak.  
2. Adanya ijin orang tua atau wali  
3. Batas umur untuk kawin  
4. Tidak terdapat larangan kawin 
5.  Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain 
6.  Tidak becerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan 
dikawini.  
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)  
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8. Memenuhi tata cara perkawinan.  
Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan 
yaitu: 
1. Bagian pertama rukun, pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus 
ada calon suami, calon istri , wali nikah , dua orang saksi dan ijab dan qabul. 
2. Bagian kedua calon mempelai Pasal 15 ayat (1) yaitu untuk kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai 
yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal  Undang-undang No.1 
tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 
istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
3. Bagian ketiga wali nikah, pasal 19 yaitu wali dalam perkawinan merupakan 
rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya. 
4. Bagian ke empat saksi nikah, pasal 24 ayat (1) saksi dalam perkawinan 
merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan ayat (2) sitiap perkawinan harus 
disaksikan oleh dua orang saksi. 
5. Bagian kelima akad nikah yaitu pasal 27 menjelaskan ijab dan qabul antara wali 
dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.33 
 
D. Pengertian Perkawinan Sirri  
                                                            
33Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 
1998/1999, “ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 18. 
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Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum 
telah diserap dalam bahasa Indonesia.Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut az-
zawajas-sirrisebagai rangkaian dari dua kata yaitu az-zawaj dan as-siri.Istilah az-
zawaj berarti pernikahan, sedangkan istilah as-siri berarti rahasia.Berdasarkan 
pengertian tersebut, maka kata az-zawaj as-siri dapat diartikan pernikahan yang 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia.34 
Nikah siri kadang-kadang diistilahkan dengan nikah “misyar”. Ada ulama yang 
menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang 
membedakannya. Nikah siri kadang-kadang diartikan dengan nikah “urfi”, yaitu Nikah 
yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi di Mesir. Namun nikah misyar 
dan nikah urfi jarang dipakai dalam konteks masyarakat Indonesia. Persamaan istilah-
istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai 
bentuk Nikah yang tidak diumumkan (dirahasiakan) dan juga tidak dicatatkan secara 
resmi melalui pejabat yang berwenang.35 
Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan : 
1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) 
dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah 
pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat 
belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. 
                                                            
34Irma devita, SH, MKn, Hukum Perdata/Perkawinan dapat diakses di http:// irmadevita.com/ 
20013/ Akibat – hukum – dari – Nikah -  Siri, h.4. 
35Mushlihin Al-Hafizh, Apa Yang Dimaksud Dengan Nikah Siri ?,(14/11/2013) 
dapat diakses di http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-nikah-siri.html, 
15/2/2014. 
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2. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam 
lembaga pencatatan Negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak 
mencatatkan pernikahannya dilembaga pencatatan  Negara sipil. Ada yang 
karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula 
yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang 
pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. 
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negative dari masyarakat yang 
terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-
pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan 
pernikahannya.36 
Adapun hukum syariat atas tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Hukum Pernikahan Tanpa Wali 
Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; Sesungguhnya 
Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali.Ketentuan semacam 
ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa; 
bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabdah; 
“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.”( HR 
Syafi’I )37 
2. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan  Sipil 
Adapun fakta pernikahan sirri kedua, yakni perikahan yang sah menurut 
ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; 
                                                            
36M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h.41. 
37M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 44. 
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sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) 
hukum penikahannya dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga 
pencatatan negara. 
 Dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan 
pelakunya tidak boleh dianggap melakuka tindak kemaksiatan dan berhak dijatuhi 
sanksi hukum.Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak 
dijatuhi sanksi di dunia dan akhirat, ketika perbuatan tersebut berkategori 
“mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru 
absahdiyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang 
haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.38 
Pengertian perkawinan sirri ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu 
menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :  
1. Menurut hukum Islam  
Membahas masalah perkawinan, tidak bisa terlepas dari hubungan seorang laki-
laki dengan seorang perempuan. Perkawinan ini merupakan perwujudan dari tata cara 
hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk 
membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu masalah perkawinan tidak berhubungan 
dengan masalah pribadi semata, akan tetapi juga berhubungan dengan masalah 
keagamaan. Sebagai masalah keagamaan sudah barang tentu, hukum agama memiliki 
peran yang sangat penting. Hukum ini berisi ketentuan atau ajaran yang mengatur 
tentang kehidupan manusia. Sehingga sebagai pemeluk agama harus tunduk dan patuh 
                                                            
38M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 45.  
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terhadap ketentuan yang berada dalam ajaran agama yang mereka anut. Begitu juga 
masalah perkawinan, hal ini tidak boleh terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur 
oleh agama yang mereka anut.  
Perkawinan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-
laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan untuk 
mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat 
Islam. Sedang sirri berasal dari kata sirriyyunyang berarti secara rahasia atau secara 
sembunyi-sembunyi. Jadi perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan 
secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, itu dimaksudkan bahwa perkawinan itu 
dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam prakteknya perkawinan sirri ini 
adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang 
memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan 
atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh 
Undang-Undanh No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 
Praktek kawin sirri ini telah banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat 
Indonesia. Sementaara itu jika dilihat dari perespektif hukum pemerintahan dan norma 
sosial sering dinilai sebagai suatu penyimpangan. 
 Dari berbagai pengertian di atasdapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan 
sirri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang 
pelaksanaanya hanya didasarkan pada ketentuanketentuan dalam hukum agama Islam 
saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan.  
 
 
 
32 
 
 
2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974  
Berdasarkan pada harapan masyarakat kita, dalam rangka terciptanya kepastian 
hukum perkawinan, maka dalam tubuh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah 
diletakkan beberapa asas atau dasar tentang hukum perkawinan nasional. Salah satunya 
adalah pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwa. “Perkawinan itu adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya 
itu”.Berdasarkan pasal ini, secara eksplisit menentukan berlakunya hukum Islam di 
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 
menentukan bahwa :  
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.  
Dari pasal 2 ayat 2 dapat dimengerti agar setiap perkawinan hendaknya 
dicatatkan pada kantor pencatat nikah yang ditunjuk oleh pemerintah. Memang secara 
nyata pengertian perkawinan sirri tidak terlihat dalam pasal itu, namun apabila kita mau 
memahami hakikat yang tersirat dalam pasal 2 terutama ayat 1 maka nyatalah bahwa 
perkawinan sirri itu tercakup didalamnya. Namun perkawinan sirri memenuhi unsur-
unsur larangan yang tersirat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tetang Perkawinan yang tidak mengakui bahkan tidak membolehkan adanya 
perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor yang berwenang 
untuk itu. Karena perkawinan sirri itu merupakan perkawinan yang tidak terdaftar maka 
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat 
2, Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 dan pasal 10 ayat 3, perkawinan sirri 
itu tidak dibenarkan.  
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Berdasarkan uraian teresebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri 
adalah perkawinan yang terjadi sehubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur 
perkawinan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang khususnya hanya terjadi pada masyarakat yang menganut agama Islam.39 
 
E. Akibat Hukum Perkawinan Sirri  
Perkawinan oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah menurut hukum 
Islam. Walaupun tidak didaftartarkan atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di 
Kantor Urusan Agama setempat. Namun kadang mereka tidak menyadari akan dampak 
yang ditimbulkan antara lain terhadap pasangan suami istri, anak yang dilahirkan, dan 
harta bendanya. Antara suami dan istri haknya tidak dilindungi oleh Undang-Undang 
dan istri tidak dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian. 
Hal tersebut di karenakan perkawinan sirri tidak memiliki alat bukti yang otentik tetang 
perkawinan mereka, maka hak suami atau istri tidak dilindungi oleh Undang-Undang. 
Oleh karena itu apabila suami atau istri ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadalan 
Agama tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan perkawinannya tidak 
mempunyai kekuatan hukum, sebab perkawinan itu dilaksanakan tidak dimuka atau 
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
Hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa suami 
istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi 
sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Hak dan kedudukan istri adalah 
                                                            
39Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, h. 2. 
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seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan masyarakat. Masing-
masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala 
keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31). Suami istri wajib saling cinta 
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu 
dengan yang lain (pasal 33). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur 
urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya 
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34).40 
 Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak berhak atas 
nafkah serta warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak 
mendapat harta gono gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial istri sulit 
bersosialisai dengan masyarakat sekitar karena wanita yaang melakukan kawin sirri 
sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinanatau 
dianggap istri simpanan. Hak suami atau istri baru bisa dilindungi oleh Undang-
Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tetang perkawinannya. Karena sesuai 
pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan sebelum berlangsung 
lama maka harus di sahkan terlebih dahulu. 
Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya 
baik yang berupa perceraian ataupun yang lainnya terlebih dahulu harus ditangani 
masalah pengesahan perkawinan.Pengesahan perkawinan itu merupakan wewenang 
Pengadilan Agama. Terhadap anak yang dilahirkan dalam pekawinan sirri sudah 
dianggap sah menurut hukum agama. Namun tidak demikian menurut Undang-Undang 
Perkawinan. Karena anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak 
                                                            
40Undang‐undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, h. 8. 
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yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sudah 
memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat agama dan Undang-
Undang yang berlaku. Sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan 
menyatakan bahwa : 
 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah”. 
 Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup 
menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum. 
Sehingga mengenai hak mewarisi, anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut 
Undang-Undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari 
pihak ibunya saja. Karena anak yang lahir dari perkawinan sirri ini hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Untuk memudahkan penyususnan skripsi ini, maka penulis menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut : 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriftif, yaitu 
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang 
dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Desa Bontoloe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng 
(Sulawesi-selatan).  yang beberapa penduduknya masih ada yang melakukan 
perkawinan sirri.  
 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang 
digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki 
korelasi dengan masalah yang akan diteliti. 
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2. Pendekatan Syar’I, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada 
hubunganya dengan masalah yang akan diteliti. 
 
 
 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan field research (penelitian lapangan) 
dan library research (kepustakaan).  
 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Library Research atau 
penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data 
primer ialah data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan 
seperti jurnal, surat kabar, majalah, dan lain-lain. 
Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui Field Research atau penelitian 
lapangan dengan cara interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam 
penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih beratatap 
muka mendengarakan secara langsung informasi–informasi atau keterangan-
keterangan41. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
                                                            
41 Cholid Norbuko, Abu Achmadi,. Metode Penelitian. (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), h. 8 
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Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topic 
tertentu. 
2. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indra. 
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen seperti tulisan, gambar atau foto. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fonemena alam maupun 
sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan 
dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan. Yang kedua 
yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 
sumber data. 
 
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis 
data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu  membandingkan data primer dengan data 
sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
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sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari data tertulis maupun dari hasil 
wawancara. 
2. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikategorikan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu Kabupaten 
Bantaeng. Untuk lebih mengetahui keadaan dan potensi Desa yang dijadikan obyek 
penelitian maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar keadaan Desa 
Bontoloe,  berdasarkan data-data yang diperoleh di Desa Bontoloe Kecamatan 
Bissappu Kabupaten Bantaeng: 
1. Kondisi Geografis  
Dari segi geografis hanya akan dikemukakan mengenai letak Desa Bontoloe 
sebagai berikut:  
Desa Bontoloe merupakan Desa yang terletak di pegunungan, luas Desa 
Bontoloe 374,0 Ha. Penduduk Desa Bontoloe berjumlah kurang lebih 1628 jiwa, 
adapun batas-batas Desa Bontoloe dengan Desa/Kelurahan lainnya adalah sebagai 
berikut: 
- Sebelah barat  :Desa Bonto cinde 
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- Sebelah timur  :Kelurahan Campagaloe 
- Sebelah selatan :Desa Tino dan Desa Ujung 
- Sebelah utara  :Desa Parigi 
2. Agama 
Secara objektif agama yang dianut di Indonesia beraneka ragam yaitu Islam, 
Kristen, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya di Desa Bontoloe mayoritas 
beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% penduduk Desa bontoloe beragama Islam. 
Dengan adanya persamaan agama ini mempermudah hubungan antar sesama warga di 
Desa Bontoloe. 
Dengan demikian penduduk Desa Bontoloe tunduk dan taat pada ketentuan 
Hukum Islam, termasuk hukum perkawinan. Menurut Hukum Islam, perkawinan sah 
apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. 
Berdasarkan kenyataan inilah yang memberikan peluang kepada penduduk Desa 
Bontoloe untuk melakukan perkawinan sirri.  
3. Tingkat Pendidikan  
Salah satu penunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasionl  adalah dari 
sektor pendidikan dan sumber daya manusia. Dimana dengan majunya tingkat dan 
mutu pendidikan serta sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana 
pembangunan. Begitu pula di Desa Bontoloe tingkat pendidikan dan sumber daya 
manusia akan mempengaruhi tingkat pembangunan  Desa tersebut.  
Adapun tingkat pendidikan di Desa Bontoloe dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini :  
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Tabel 1 
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bontoloe 
No Kategori Jumlah Persentasi (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
Tidak Tamat SD 
SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 
796 
287 
55 
35 
23 
66,56 
24 
4,60 
2,92 
1,92 
 Jumlah 1196 100 
Sumber : Kantor Kepala Desa Bontoloe 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Bontoloe 
kurang sekali memadai sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan 
Desa terutama di bidang hukum. Pembangunan, di bidang hukum dikatakan berhasil 
apabila tercipta suasana baru yaitu penduduk yang mempunyai kesadaran hukum yang 
tinggi. Kesadaran hukum akan melekat di hati masyarakat apabila masyarakat memiliki 
pendidikan formal dan informal yang cukup baik. Karena tingkat pendidikan yang 
kurang memadai inilah, yang mungkin menyebabkan masih ada beberapa warga 
masyarakat di Desa Bontoloe yang melakukan perkawinan sirri. 
4. Mata Pencaharian  
Mata pencaharian merupakan aktifitas penduduk untuk memperoleh nafkah 
secara maksimal. Setiap aktifitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai 
mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis meliputi iklim, tanah, dan 
sumber-sumber mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi sifat mata 
pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi 
kegiatan penduduk dalam usahanya. Begitu pula mata pencaharian penduduk di Desa 
Bontoloe, berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 
Tabel 2 
Mata Pencaharian Penduduk Desa Bontoloe 
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No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4 
Petani 
Karyawan 
Pedagang 
Pegawai Negeri 
250 
102 
65 
15 
57,9 
23,7 
15,0 
3,4 
 Jumlah 432 100 
Sumber : Kantor Kepala Desa Bontoloe  
Berdasarkan tabel di atas penghasilan penduduk Desa Bontoloe masih rendah 
atau minim. Faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa Bontoloe 
belum bisa memadai. Penghasilan penduduk di Desa Bontoloe hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sehingga kebutuhan pendidikan belum 
begitu terpikirkan. Seperti yang kita ketahui faktor ekonomi merupakan tulang 
punggung segala kebutuhan hidup sehari-hari. 
B. Hasil Penelitian 
1. Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Perkawinan Sirridi Desa 
Bontoloe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng 
Menurut Imam Desa atau kyai, Perkawinan sirri merupakan salah satu 
perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan akta nikah 
berdasarkan Undang-undang perkawinan, dan hanya dilaksanakan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak (wawancara tanggal 9 Juni 2014) 
Perkawinan sirri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum 
agama Islam saja tanpa tunduk pada serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun pada dasarnya 
perkawinan sirri ini dilarang oleh Pemerintah namun pada kenyataannya masih banyak 
terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkawinan sirri yang 
terjadi di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perkawinan sirri yang terjadi di Desa Bontoloe 
oleh beberapa faktor yaitu diantaranya. 
a. Biaya yang murah dan prosedur yang mudah.  
Mencatatkan suatu perkawinan merupakan hal yang berhubungan dengan dana. 
Dengan terbatasnya dana yang dimiliki maka calon suami istri lebih memilih 
mengadakan perkawinan sirri, yang sah menurut syariat dan rukun Islam. Bahkan tanpa 
biaya perkawinan itu dapat dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan perkawinan 
yang resmi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sekarang ini membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu ada beberapa warga masyarakat yang mencari 
alternatif lain yaitu dengan melakukan kawin sirri. Oleh karena itu diharapkan 
Pemerintah bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka yang akan 
melakukan perkawinan dan juga prosedur pelaksanaannya dipermudah. Hal ini 
disebabkan ada sebagian masyarakat yang berpendapat untuk melakukan perkawinan 
yang resmi, mereka harus mengeluarkan biaya yang banyak dan melalui prosedur yang 
kadang-kadang terlalu sulit. Di samping biaya yang murah prosedur perkawinannya 
juga mudah. Pelaksanaan perkawinan hanya cukup datang kepadaImam Desa dengan 
disertai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, dua orang saksi, serta seorang 
wali bagi calon mempelai wanita maka perkawinan itu dapat dilaksanakan. Adapun 
responden yang melakukan perkawinan sirri karena biaya yang murah dan prosedur 
yang cepat atau mudah yaitu: 
Hal tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 
beberapa responden diantaranya yaitu pasangan Binto dan Lamakkayang mengatakan 
bahwa : 
 “Kami lebih memilih melakukan perkawinan sirri karena prosedurnya sangat 
mudah dan biaya yang diperlukan tidak banyak, dulu saya sebenarnya mau  
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menikah secara resmi namun sewaktu saya mau mengajukan persyaratan 
prosedurnya terlalu sulit dan rumit, jadi akhirnya saya putuskan untuk kawin 
sirri saja” (wawancara tanggal 11 Juni 2014).  
Kemudian menurut pasangan Kasmi dan Adi, nikah sirri itu lebih mudah 
dibanding perkawinan secara umum karena tidak terlalu banyak administrasi 
yang dibutuhkan seperti tidak membutuhkan model MB yang ditanda tangani 
oleh kedua calon pengantin serta wali dari perempuan dan para saksi 
(wawancara tanggal 11 Juni 2014). 
b.  Dorongan ingin berpoligami  
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  asas monogami di 
dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : “ pada 
asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. 
Seorang wanita hanya boleh memepunyai seorang suami “. Akan tetapi asas monogami 
dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat 
pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan 
mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali 
sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan  poligami asal memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan sirri yang 
dilakukan oleh beberapa pria di Desa Bontoloe karena keinginan untuk mengadakan 
poligami tapi tidak di ijinkan oleh istri yang terdahulu. Poligami yang demikian tidak 
sesuai dengan Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak 
tercatat di kantor pencatatan perkawinan. Berhubung perkawinan sirri tidak tercatat 
maka istri tidak bisa menuntut suami karena tidak ada bukti otentik. Faktor inilah yang 
mendukung suami untuk melakukan perkawinan sirri. Menurut agama Islam seorang 
laki-laki dibolehkan mengawini empat perempuan asalkan bisa bertindak adil. Jadi 
poligami diperbolehkan dengan tujuan baik untuk mensucikan diri dari zina.  
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Di samping karena alasan di atas seorang melakukan kawin sirri karena mereka 
ingin menghindari tata cara poligami seperti yang tercatat dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap mereka terlalu sulit. Pada umumnya 
para responden yang melakukan kawin sirri karena ingin berpoligami sudah 
mempunyai keturunan atau anak dari istri pertama dan mereka juga mempunyai anak 
juga dari istri kedua. Responden yang melakukan kawin sirri karena ingin berpoligami. 
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden 
diantaranya yaitu bapak Useng yang mengatakan bahwa : 
”Saya kawin sirri karena dulu sewaktu saya kawin dengan istri kedua saya, istri 
pertama saya tidak mengijinkan saya untuk kawin lagi. Padahal menurut agama 
Islam seorang laki-laki boleh menikah dengan empat wanita asal bisa berbuat 
adil. Akan tetapi selama saya sudah menikah dengan istri kedua, sampai saat 
ini, istri pertama saya masih belum bisa menerima perkawinan saya yang kedua 
ini” (wawancara tanggal 12 Juni 2014).  
Ada juga yang mengatakan bahwa : 
”Saya kawin sirri karena saya sudah punya istri dan saya ingin kawin lagi, 
hanya saja jika saya kawin secara resmi pasti saya disuruh ngurus yang macam-
macaam, jadi saya lebih memilih untuk kawin sirri dan meski istri saya pun 
sangat  keberatan dengan perkawinan saya” (wawancara tanggal 15 Juni 2014). 
c.  Motivasi mencegah atau menghindari adanya perbuatan zina  
Di zaman yang modern seperti sekarang ini, pergaulan dikalangan remaja 
adalah salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai 
anak usia remaja. Karena sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan dikalangan 
remaja yang sudah melewati batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Karena hal 
tersebut maka ada beberapa orang tua khususnya di Desa Bontoloe yang mengawinkan 
anak mereka dengan cara  kawin sirri. Berdasarkan pengakuan orang tua dari pasangan 
yang melakukan perkawinan sirri, dengan perkawinan sirri pasangan tersebut sudah 
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memiliki ikatan lahir dan batin. Orang tua merasa tidak perlu khawatir lagi walaupun 
tidak mengawasi pergaulan mereka secara ketat. Apabila tidak segera dikawinkan 
dikhawatirkan akan terjadi hubungan di luar nikah, mereka dikawinkan secara sirri 
untuk menjaga agar si anak yang lahir adalah anak yang sah menurut hukum Islam dan 
hubungan mereka tetap baik. Responden yang melakukan perkawinan sirri karena 
faktor ini.  Diantaranya yaitu pasangan Nasrun (Aco) dan Ani yang mengatakan bahwa: 
 “Saya dulu kawin sirri karena orang tua kami dulu tidak mau melihat kami 
pacaran terus, karena orang tua kami takut kalau kami akan melakukan hal-hal 
yang negatif dan mereka takut kalau kami sampai hamil diluar nikah maka kami 
dinikahkan secara sirri dengan alasan karena kami sama-sama karyawan ” 
(wawancara tanggal 16 Juni 2014).  
Ada juga orang tua dari pasangan kawin sirri yang mengatakan bahwa: “Saya 
menikahkan anak saya secara sirri karena saya cemas melihat anak saya sudah 
pacaran lama tapi belum menikah, saya menyarankan  mereka untuk kawin sirri 
dulu dan ternyata mereka mau” (wawancara tanggal 18 Juni 2014).  
d.  Akibat tidak direstui dengan keluarga 
Restu orang tua merupakan tiang utama bagi orang yang akan melangsungkan 
perkawinan dan lain sebagainya, namun ada sepasang suami istri yang melakukan 
kawin sirri karena tidak mendapat restu dari orang tua, yaitu pasangan Noni dengan 
Badu mengatakan bahwa: 
 “Kami kawin sirri karena kami tidak direstui oleh orang tua kami, padahal kami 
saling suka, oleh karena itu hanya satu cara yang bisa kami lakukan untuk hidup 
bersama yaitu kawin secara sirri. (wawancara tanggal 20 juni 2014). 
 Tabel 3  
Faktor-faktor Yang Mendorong Seseorang Melakukan Perkawinan Sirri Di 
Desa Bontoloe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng 
 
No Faktor Pendorong Jumlah Persentase (%) 
1. Karena biaya yang murah dan 7 29,1 
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2. 
3. 
4. 
prosedur mudah  
Dorongan Ingin berpoligami  
Menghindari dari perbuatan zina 
Akibat tidak direstui dengan 
keluarga 
 
9 
2 
6 
 
37,6 
8,3 
25 
 Jumlah 24 100 
Sumber : Data yang diolah dari hasil wawancara dengan Bpk. Imam desa atau kyaidan 
pelaku kawin sirri. 
2. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Desa Bontoloe Kecamatan Bissappu 
Kabupaten Bantaeng.  
Membicarakan masalah prosedur perkawinan sirri di Desa Bontoloe tidak jauh 
berbeda dengan praktek perkawinan sirri masyarakat lain. Karena pada hakekatnya 
berdasarkan pada hukum perkawinan Islam. Sebelum seseorang diterima untuk 
melaksanakan perkawinan sirri di Desa Bontoloe harus memenuhi persyaratan tertentu 
sebelum perkawinan itu dilaksanakan.  
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :  
1. Calon suami istri harus bergama Islam karena perkawinan yang dilaksanakan di 
Desa Bontoloe adalah tata cara perkawinan yang dilaksanakan secara Islam.  
2. Calon suami atau istri penduduk asli Desa Bontoloe apabila calon suami atau 
istri bukan penduduk Desa Bontoloe  harus menyerahkan surat keterangan lahir 
atau surat kelahiran yang disahkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dimana 
mereka bertempat tinggal.  
3. Antara calon suami dan istri tidak ada larangan untuk menjadi suami istri 
berdasarkan syariat Islam.  
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Imam desa yang mengatakan 
bahwa : 
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 “Pada dasarnya untuk melaksanakaan kawin sirri itu sangat mudah mereka 
yang ingin melangsungkan perkawinan tinggal datang ketempat saya dengan 
membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Apabila 
mereka sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan dapat 
segera dilakukan” (Wawancara tanggal 23Juni 2014).  
Demikianlah gambaran secara umum persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
menentukan seseorang diterima mengadakan perkawinan sirri.  
Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan di Desa Bontoloe  sebagai berikut :  
a.  Pendahuluan  
Pada dasarnya seseorang yang akan melakukan perkawinan sirri cukup datang 
atau mendatangkan seorang kyai atau Imam desa yang mereka kehendaki dan 
mengatakan kehendaknya kepada beliau. Yang hadir pada acara itu adalah kedua calon 
mempelai dan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Bapak kyai atau Imam desayang 
akan menikahkan tersebut memeriksa, apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat 
atau belum. Apabila syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam sudah terpenuhi 
maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi yaitu :  
1. Mukhalaf atau dewasa  
2. Muslim, orang yang tidak muslim tidak boleh menjadi wali  
3. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang  diucapkan 
sewaktu aqad nikah dilaksanakan  
4. Adil yaitu orang yang taat beragama  
5. Saksi yang hadir minimal dua orang. Saksi harus laki-laki, tetapi jika tidak ada 
dua orang saksi laki-laki maka ditambah dua orang saksi wanita. 
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b.  Pelaksanaan aqad perkawinan  
Dalam pelaksanaan aqad perkawinan berdasarkan atas syarat Islam yaitu pada 
rukun perkawinan yang dipimpin oleh kyai atau Imam desa Adapun secara berurutan 
pelaksanaan aqad perkawinan adalah sebagai berikut :  
1. Pembacaan dua kalimat syahadat.  
Pembacaan dua kalimat syahadat dilakukan secara bergiliran yang diawali oleh 
bapak Imam Desa sebagai penuntun. Kemudian oleh wali dari mempelai wanita, 
mempelai pria, mempelai wanita dan para saksi.  
 
2.  Istiqfar  
Istiqfar adalah suatu bacaan tertentu yang dibaca sebanyak 3 kali.  
3. Membaca Surat Al-Fatihah  
Pembacaan Surat Al-Fatihah ini dilangsungkan oleh Bapak Imam Desa 
4. Ijab-Qabul  
Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali 
pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. 
Sedangkan qabul merupakan pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa 
ia menerima kesediaan calon istri menjadi istrinya.  
5.  Pembacaaan do’a  
Pembacaan do’a dilakukan oleh Bapak Imam Desa atau seorang yang ditunjuk. 
Do’a itu berisikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan 
suami istri kelak mendapat perlindungannya.  
 
 
51 
 
6. Janji sang suami kepada istrinya  
Pada akhirnya Bapak Imam Desa selaku pemimpin dalam  melaksanakan 
perkawinan menuntutn sang suami untuk mengucapkan janji pada istrinya. 
Suami harus memenuhi empat perkara, yaitu ngayomi, ngayani, ngomahi, dan 
nuroni. Setelah selesa pembacaan do’a diadakan selamatan secara sederhana. 
3. Akibat Hukum dari Perkawinan Sirri di Desa Bontoloe 
Setiap perbuatan hukum pasti akan mempunyai akibat hukum, begitu pula 
perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat-
akibat hukum. Sebelum membahas akibat hukum dari perkawinan sirri, terlebih dahulu 
dibahas status perkawinan sirri. Sehingga tahu akibat hukum perkawinan sirri baik bagi 
suami, istri anak yang dilahirkan serta harta benda selama perkawinan.  
a.  Status hukum perkawinan sirri  
Untuk mewujudkan suatu bentuk yang nyata bahwa seorang laki-laki dan 
wanita yang hidup bersama menjadi suami istri, adanya suatu proses hukum, sehingga 
diperoleh kepastian hukum tentang perkawinan yaitu berupa suatu akta nikah, pegawai 
yang mengeluarkan akta nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.  
Dalam melaksanakan perkawinan sirri di Desa Bontoloe  ini tidak dilaksanakan 
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang 
Perkawinan. Oleh sebab itu pemerintah tidak mengakui sahnya perkawinan karena 
pemerintah hanya mengakui adanya satu wewenang untuk mengadakan pencatatan 
nikah yang dilakukan oleh penjawab nikah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975. 
Adapun bunyi pasal 2 PP No. 9 Th. 1975 sebagai berikut : 
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1.  Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut 
agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam 
UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah talak, dan rujuk. 
2.  Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut 
agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai 
pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam 
berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Melihat 
pentingnya pencatatan nikah yang dapat digunakan untuk menentukan diakui 
atau tidaknya suatu perkawinan oleh pemerintah, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa perkawinan sirri di Desa Bontoloe secara material sudah 
memenuhi persyaratan perkawinan sehingga sudah sah tetapi secara yuridis 
formal tidak memenuhi persyaratan perkawinan sehingga perkawinannya tidak 
sah, sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.  
b.  Akibat hukum perkawinan sirri bagi suami dan istri  
Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk 
melakukan perkawinan, berarti mereka saling berjanji untuk memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban suami istri yang melaksanakan  
perkawinan sirri tergantung kesepakatan bersama. Oleh sebab itu setelah melaksanakan 
akad nikah, Bapak Imam Desa memberi petunjuk kepada suami untuk berjanji kepada 
istrinya. Dengan janji itu diharapkan kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajiban 
sebagaimana mestinya.  
Dalam perkembangan selanjutnya muncul suatu persoalan yaitu apakah hak 
suami dan istri itu dilindungi oleh Undang Undang dan apakah istri dapat menuntut 
haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian. Sudah barang tentu karena 
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dalam perkawinan sirri di Desa Bontoloe  tidak memiliki alat bukti yang otentik 
tentang perkawinannya maka hak suami maupun istri tidak dilindungi oleh Undang-
Undang. Oleh karena itu, jika suami atau istri ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Agama tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak 
mempunyai kekuatan hukum sebab perkawinan itu dilaksanakan tidak dimuka atau 
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu.  
Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari Kepala Kantor Urusan 
Agama di Desa Bontoloe menyatakan bahwa : 
perkawinan siri itu sah secara agama tetapi apabila tidak terdaftar oleh Negara 
maka perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu 
hak suami atau istri baru bisa dilindungi oleh Undang-Undang setelah 
dimilikinya alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Karena sesuai 
dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal perkawinan itu 
sebelumnya sudah berlangsung lama maka harus disahkan terlebih dahulu. 
(wawancara tanggal 4 Juli 2014). 
Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya 
baik yang berupa perceraian, pembagian harta benda dalam perkawinan, serta hak 
waris terlebih dahulu harus ditangani masalah pengesahan perkawinan. Pengesahan 
perkawinan itu menjadi wewenang Pengadilan Agama. Setelah mereka memperoleh 
pengesahan nikah yang berupa penetapan pengadilan. Selanjutnya dibawa ke Kantor 
Urusan Agama untuk diproses dalam rangka memperoleh akta nikah. Baru setelah itu 
perkawinannya memiliki kekuatan hukum yang berupa akta nikah. Dengan demikian 
hak-hak suami dan istri dilindungi oleh UndangUndang. Hak dan kewajiban suami istri 
oleh Undang-Undang diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa antara suami dan istri 
diberikan hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan 
rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Keseimbangan 
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tersebut juga ditunjukkan terhadap tegaknya dan terbinanya rumah tangga yang 
menjadi dasar susunan masyarakat. Dimana dalam membina rumah tangga diperlukan 
rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan baik lahir 
maupun batin. Suami adalah sebagai Kepala Keluarga sedangkan istri adalah sebagai 
ibu rumah tangga yang harus mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan sebaik-
baiknya.  
 
 
c.  Akibat hukum perkawinan sirri terhadap anak yang lahir  
Kalau kita lihat dari pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan merumuskan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah”. Ada responden yang dalam melakukan kawin 
sirri ini sudah mempunyai anak tetapi perkawinannya belum juga diajukan pengesahan 
pada Pengadilan Agama yang berwenang. Sehingga status anak yang dilahirkan 
tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku yang 
mengakibatkan anak tersebut tidak bisa memperoleh kepastian hukum karena tidak 
mempunyai alat bukti yang berupa akta kelahiran. Kelahiran anak akan dianggap sah 
apabila perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan 
syariat Agama dan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu anak yang telah 
dilahirkan yang menurut agama Islam sah tidak cukup menjadi bukti sehingga 
akibatnya anak itu tidak dapat mendapat kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 
55 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 
bahwa : “Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran 
yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”. Oleh sebab itu mengenai 
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hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang tidak 
dapat mewarisi dari Bapak, tetapi hanya dapat mewarisi dari pihak ibunya saja. Namun 
karena di tempat tersebur menganut sistem kekeluargaan yang parental maka hal ini 
tidakmenutup kemungkinan anak dari perkawinan sirri dapat memperoleh bagian dari 
harta peninggalan ayahnya. 
 Adapun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya diatur 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 dan 49. 
Berdasarkan pasal tersebut dapat diterangkan bahwa kewajiban orang tua terhadap 
anaknya ialah memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak 
tersebut menjadi dewasa. Sudah kawin atau dapat mandiri dan kewajiban ini berlaku 
terus menerus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus (pasal 45).  Dalam hal 
kekuasaan orang tua terhadap anaknya maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut kekuasannya (pasal 47 ayat 1).  
d.  Akibat hukum perkawinan sirri terhadap harta benda dan hukum warisnya  
Karena perkawinan sirri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan 
berdasarkan pada syariat Islam tanpa tunduk pada peraturan per Undang-Undangan 
yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mengenai 
pengaturan harta bersama hanya berdasarkan pada syariat Islam. Menurut hukum Islam 
harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan atau gono gini dan 
harta bersama. Harta gono gini merupakan harta yang diperoleh sebelum mereka 
menjadi suami istri. Harga seperti ini istri berhak memiliki dan menguasai hartanya 
secara mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri atas harta itu. 
Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.  
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Dalam pemakaiannya harus mendapat persetujuan bersama. Adanya pemisahan 
harta dalam perkawinan dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembagian waris 
apabila terjadi perceraian atau salah satunya meninggal. Adapun mengenai hukum 
waris dalam perkawinan sirri juga didasarkan pada hukum Islam. Karena menurut 
hukum Islam itu sudah sah maka suami atau istri bisa saling mewairis, artinya jika 
suami meninggal dunia maka istri berhak untuk memperoleh warisan dari harta 
peninggalan suaminya atau sebaliknya. Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa perkawinan sirri akan berakibat hukum pada suami atau istri anak yang 
dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan akibat hukum yang 
disebabkan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinannya tidak 
diakui atau tidak sah menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku maka 
orang yang melakukan perkawinan sirri harus mengajukan pengesahan nikah di 
Pengadilan Agama agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Tanpa ada 
permohonan sah nikah, selamanya pemerintah tidak mengakui atau menganggap sah 
perkawinan itu karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah.  
C. Pembahasan  
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah 
adalah perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. 
Dalam agama Islam dikenal adanya suatu perkawinan yang hanya dilakukan sesuai 
dengan syariat agama saja. Perkawinan tersebut dalam masyarakat umum dikenal 
dengan nama perkawinan sirri. Meskipun secara Islam perkawina sirri adalah sah, 
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karena sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, namun ia membawa 
implikasi atau akibat yang negatif bagi permpuan dan anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut, baik secara hukum maupun secara sosial.  
Perkawinan sirri yaitu suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara-cara 
agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh pengurus resmi pemerintah, baik oleh Petugas 
Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama dan tidak dipublikasikan. Jadi 
yang membedakan perkawinan sirri dan perkawinan umum lainnya, secara Islam 
terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat secara resmi oleh Petugas Pencatat Nikah 
(PPN) dan tidak adanya publikasi . Dalam prakteknya perkawinan sirri ini adalah suatu 
perkawinan yang dilakukaan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik 
syarat-syarat atau rukun perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada 
Petugas Pencatat Nikah (PPN) seperti yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dari berbagai 
pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan sirri adalah aqad nikah 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya pada 
ketentuan-ketentuan dalam hukum agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari hasil 
penelitian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan sirri yang terjadi di Desa Bontoloe 
Kecamatan Bissappu disebabkan oleh beberpa faktor yaitu : 
1. karena biayanya murah dan prosedurnya mudah  
2. karena ingin berpoligami  
3. karena ingin menghindari perbuatan zina 
4. Akibat tidak direstui dengan keluarga 
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Perkawinan sirri masih terjadi di Desa Bontoloe karena penduduk Desa 
Bontoloe mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% penduduknya 
beragama Islam. Selain karena hal tersebut, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
tingkat pendidikan di Desa Bontoloe masih rendah. Sehingga kesadaraan hukum 
masyarakatnya masih relatif rendah pula. Oleh karena itu mereka tidak memikirkan 
akibat yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan perkawinan sirri yang mereka 
lakukan itu. Karena menurut mereka perkawinannya sudah sah menurut agama 
walaupun tidak ada alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah. Bagi calon 
pasangan suami istri yang ingin melaksakan perkawinan sirri ini, mereka tinggal 
mendatangkan seorang Kyai atau Imam desa saja dan menyatakan kehendaknya kepada 
beliau. Acara perkawinan ini biasanya cuma dihadiri oleh calon mempelai, seorang 
wali dan dua orang saksi saja. Bapak Imam Desayang akan menikahkan ini kemudian  
memeriksa apakah mereka sudah memenuhi syarat atau belum. Apabila syarat yang 
ditentukan oleh syariat Islam sudah terpenuhi maka mereka dapat segera 
melangsungkan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Bontoloe  ini 
pada umumnya tidak diadakan acara walimah atau resepsi. Mereka biasanya cuma 
mengadakan acara selamatan secara sederhana yang cuma dihadiri oleh keluarga dekat 
saja. Karena perkawinan sirri yang dilakukan di Desa Bontoloe ini tidak memiliki alat 
bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi mereka, sehingga perkawinan yang 
mereka lakukan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan sirri 
akan membawa akibat hukum bagi pasangaan suami istri, anak yang dilahirkaan, serta 
harta benda dalam perkawinan. Karena perkawinan yang mereka lakukan dianggap 
tidak sah  menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi 
pasangan suami istri, hak-hak mereka tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Hal 
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ini disebabkan karena perkawinan yang mereka lakukan  tidak memiliki kekuatan 
hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga apabila suami 
atau istri ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tidak dapat diterima oleh 
Pengadilan Agama tersebut karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. 
Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang diatur dalam Pasal 30 sampai 
Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara hukum, isteri 
tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika 
suami meninggal dunia dan tidak berhak mendapatkan harta gono gini apabila terjadi 
perceraian. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar 
karena perempuan yang melakukan kawin sirri sering dianggap telah tinggal satu 
rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinanatau dianggap istri simpanan.  
Bagi anak yang dilahirkaan dari hasil perkawinan sirri ini dianggap anak yang 
tidak sah menurut Undang-Undang walaupun sudah dianggap sah menurut agama. 
Karena anak yang sah menurut Undang-Undang adalah anak yang lahir sebagai akibat 
perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1975 Tentang Perkawinan. Sehingga secara hukum anak yang lahir dari perkawinan 
sirri ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, serta 
tidak berhak atas nafkah dan warisan dari orang tuanya. Namun karena di tempat 
tersebut menganut sistem kekerabatan secara parental maka tidak menutup 
kemungkinan anak dari perkawinan sirri ini dapat memperoleh harta peninggalan 
ayahnya. Karena perkawinan sirri adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut 
syariat agama Islam saja tanpa tunduk pada Undang-Undang yang berlaku, maka 
mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya didasarkan pada 
syariat Islam saja. Terhadap harta benda dalam perkawinan, pada dasarnya menurut 
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Hukum Islam harta suami dan harta istri terpisah. Jadi masing- masing pihak yaitu 
suami dan istri mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa 
boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri 
sebelum melakukan perkawinan tidak menjadi harta bersama, tetapi masih menjadi 
milik masing- masing pihak. Sedangkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh 
selama perkawinan berlangsung sehingga pemakaiannya harus mendapat persetujuan 
bersama. Adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan ini dimaksudkan agar 
memudahkan dalam pembagian waris apabila terjadi perceraian atau salah satunya 
meninggal dunia. Oleh karena itu agar perkawinan sirri ini tidak membawa akibat 
hukum yang panjang bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan, serta harta benda 
dalam perkawinan maka sebaiknya perkawinannya segera disahkan atau dicatatkan di 
Kantor yang berwenang untuk itu. Agar perkawinan mereka memiliki alat bukti yang 
otentik yaitu yang berupa akta nikah yang sah, sehingga perkawinan mereka bisa diakui 
oleh Undang-Undang Nasional dan hak-hak mereka pun bisa dilindungi.  
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BAB V 
PENUTUP 
Setelah penulis membahas mengenai Perkawinan Dan Akibat Hukumnya 
Ditinjau Dari Segi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”  maka 
penulis akan menyajikan beberpa kesimpulan dan saran-saran bagi pihak-pihak atau 
instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah tersebut. 
A. Kesimpulan 
1. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri 
adalah: 
a. Karena biaya yang murah dan prosedurnya mudah  
b. Karena ingin poligami 
c.  Menghindari dari perbuatan zina 
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d. Akibat tidak direstui dengan keluarga 
Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka masih ada beberapa warga 
masyarakat Desa Bontoloe yang melakukan perkawinan sirri 
2. Prosedur pelaksanaan perkawinan siri di Desa tersebut harus memenuhi syarat 
sebelum seseorang diterima untuk melaksanakan perkawinan sirri yaitu: 
a. Calon suami istri harus beragama Islam  
b. Calon suami istri penduduk asli desa tersebut dan 
c. Antara kedua calon suami dan istri tidak ada larangan untuk menjadi suami istri 
berdasarkan syariat Islam 
Kemudian proses pelaksanaan nikah siri itu lebih mudah disbanding dengan 
perkawinan secara umum. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan di Desa 
tersebut yaitu, cukup mendatangkan kyai atau Imam Desa yang mereka  
kehendakidan mengatakan kehendaknya kepada beliau, yang dihadiri dengan dua 
orang saksi yang memenuhi syarat. Dan apabila syarat yang telah ditentukan dalam 
syariat Islam sudah terpenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan. 
Adapun pelaksanaan aqad perkawinan adalah sebagai berikut: 
a. Pembacaan dua kalimat syahadat 
b. Istiqfar 
c. Membaca surat Al-Fatihah 
d. Ijab dan Qabul 
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e. Pembacaan do’a 
f. Janji sang suami kepada istri 
3. akibat hukum bagi suami istri, anak yang dilahirkan serta harta benda selama 
perkawinan yaitu: 
a. bagi suami istri, haknya tidak dilindungi oleh Undang-undang, serta 
perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hokum sebab perkawinannya tidak 
dilaksanakan di muka atau diawasi oleh Pegawai Pencatat Pencatat Nikah yang 
berwenang. 
b. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap tidak sah menurut 
Undang-undang yang berlaku, yang mengakibatkan anak tersebut tidak bisa 
memperoleh kepastian hokum karena tidak mempunyai alat bukti yang berupa akta 
kelahiran.  
c. Akibat bagi harta benda, istri tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya apabila 
terjadi perceraian karena perkawinannya tidak dilindungi oleh Negara atau tidak 
mempunyai akta nikah. 
 
B. Iplikasi Penelitian 
1. Bagi masyarakat umum sebaiknya dalam melakukan perkawinan, dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinannya 
mempunyai kekuatan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat serta 
memiliki alat bukti otentik yang berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh 
pegawai pencatat Nikah yang berwenamg. 
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2. Seharusnya dalam  melakukan suatu perkawinan dilakukan sesuai aturan hukum 
yang ada, agar apabila dalam perkawinan tersebut, mengalami suatu kegagalan 
dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Supaya perkawinan itu mempunyai 
kekuatan hukum, dan apabila terjadi sesuatu akan mendapat perlindungan hukum. 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
62 
 
DaftarPustaka 
 
Achmadi,Abu Cholid Norbuko. Metode Penelitian. Jakarta; Bumi Aksara, 2001. 
Departemen Agama R.I. DirektoratJenderalPembinaanKelembagaan Agama Islam 
tahun 1998/1999, “ KompilasiHukum Islam di Indonesia. 
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
Derajat, ZakiyahFiqihMunakahat, cet. II; Jakarta: PT. BumiAksara, 2000. 
DevitaIrma ,HukumPerdata/Perkawinandapatdiakses di http:// irmadevita.com/ 20013/ 
Akibat – hukum – dari – Nikah -  Siri. 
Eoh, O.S. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Ed.1, Cet.1Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada: 1996. 
Ghozali,  AbdulRahman, FiqhMunakahat, Ed.1, Cet.4 (Jakarta : kencana, 2010 
Hafizh, Al  Mushlihin. Apa Yang Dimaksud Dengan Nikah Siri ?, dapat diakses di 
http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-nikah-siri.html, 
(14/11/2013) 
Harjono  Anwar,  Hukum Islam keluasandankeadilan,  Jakarta , Indonesia : 1968  
Indriantoro Nur dan Supomo Bambang, Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta, 2013. 
Maloko, Thahir. DinamikaHukumDalamPerkawinan, Alauddin University press. 
Mulyati Sri, Relasisuamiisteridalam Islam, Pusatstudiwanita (PSW) UIN 
syarifHidayatullah, Jakarta 2004. 
Mustari, Abdullah. Reinterpretasikonsep-konsep hokum perkawinan Islam, cet  1 : 
2011 Alauddin University press. 
Nur, Djamaan. FikihMunakahat, Dina utamasemarang, cetoleh CV tohaputrasemarang 
all right. 
Rifa’IMoh., Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang: 1978. 
Rofiq, Ahmad. HukumPerdata Islam di Indonesia, cet ke-1 April 2013 
hakpenerbitpada : PT. Raja GrafindoPersada Jakarta. 
SaminSabri, danAndiNarmayaAroeng,Fikih II , Alauddin Press: jl.SultanAlauddin 
No.63 Makassar 90221. 
Soemiyati, Hukumperkawinan Islam danUndang-undangperkawinan (Undang-undang 
No.1 tahun 1974 tentangperkawinan), Cet. II : Yogyakarta ; Leberty 
Yogyakarta, 1986. 
Summa, Muhammad Amin. Hukumkeluarga Islam di dunia Islam, PT : Raja 
GrafindoPersada Jakarta. 
63 
 
 
 
Tanjung, Armaidi. Free sex no! nikah yes, Ed.1, cet.1Jakarta: Jl. Sawo Raya No.18 : 
2007 
Umam, Chatibul.Fiqih. Jakarta: Menara Kudus: 1996 
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi penelitian sosial, (Jakarta: 
Bumi Aksara: 1996) 
Wikipedia bahasa Indonesia, Apa itu Nikah Siri? Dapat diakses di 
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, (11/11/2013) 
Wikipedia bahasa Indonesia, Apa itu Nikah Siri? Dapat diakses di 
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, (11/11/2013). 
Yasin, Muhammad. Diterbitkanoleh tabloid Al-hikmah, edisi 33. 
Zein M, Effendi Satria.Problematika hokum keluarga Islam kontemporer, Ed. 1, Cet3 : 
Jakarta  Kencana : 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP 
JUSNIAH, Dilahirkandi BangkalaloeKec. BissappuKab. 
Bantaengpadatanggal 8 Juni 
1992.Penulismerupakananakpertamadaridua orang 
bersaudara, 
buahhatidariIbundaRosidanAyahandaMansyur.Penulismemu
laipendidikan di SekolahDasar SD Negeri 29 
Campagaloe.Setelahpenulistamat SD padatahun 2004, penulismelanjutkanpendidikan 
di SMP Negeri 1 Bissappudantamatpadatahun 2007, danmelanjutkanpendidikan di 
SMA Negeri 1 Bissappukemudiantamatpadatahun 2010, 
danmelanjutkanpendidikankeperguruantinggi di Universitas Islam NegeriAlauddin 
Makassar di FakultasSyari’ahdanHukum, JurusanPeradilan Agama, 
dalamperkuliahaninipenulismengikutisalahsatuorganisasiyaitu LDK AL-JAMI’ 
kemudianpenulismenyelesaikanstudipadatahun 2014. 
